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Abstract 
This study was aims to determine the Implementation of Grants Management Policy which 
has been conducted by the Financial Agency and Regional Asset of Central Sulawesi Province, the 
informants in this study were 5 people, it consist of two Finance Agency and Regional Asset 
employees of Central Sulawesi Province, one councilors of Central Sulawesi and two grantees. The 
researcher was determinate the informants by using purposive sampling. The data were collected 
by using observation, interview and documentation technique. The data were analyzed by 
descriptive qualitative. This research shows that the implementation of the Grants Management 
Policy which includes Communications, Resources, disposition/attitude and bureaucratic 
structures were not effective yet. This study also suggested to improve the effectiveness of the 
implementation of grants management policy by improving the ability, the knowledge and the 
professionalism of the personnel resources in understanding and implementing the government 
policies, especially for the grants management policies, provide the technical guidance related to 
the management of grants to personnel resources in order to improve the competence and 
professionalism in order to do all of the government’s programs and policies related to the grants 
management policy and Standard Operating Procedure (SOP) on grant Management which has 
been assigned into a decision and can be used as a standard in grants management. 
Keywords: Communication, Resources, Disposition/Attitude and Bureaucratic Structure 
 
Dalam perkembangan terkini, upaya 
memperbaiki kesejahteraan masyarakat 
melalui pembangunan dihadapkan pula dengan 
kondisi demokratisasi yang tidak berkualitas 
dan pertumbuhan ekonomi yang tidak 
termaksud ada didalamnya. Di samping itu, 
transfer dana dari pemerintah pusat yang 
semakin besar kepada pemerintahan daerah 
ternyata tidak diikuti oleh perbaikan indikator 
pembangunan secara nyata di sebagian besar 
provinsi dan kabupaten/kota.  
Sebagai konsekuensi logis, dengan 
diberlakukannya Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 
Pemerintah Daerah dituntut menjalankan 
Otonomi sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-undang tersebut. Pemerintah Daerah 
menyelenggarakan asas desentralisasi yaitu 
mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan daerahnya dan selain itu juga 
menyelenggarakan asas dekonsentrasi dan asas 
pembantuan. Sebagai manifestasi dari 
keseriusan Pemerintah dalam 
menyelenggarakan program pembangunan di 
bidang kesejahteraan masyarakat, oleh 
Pemerintah telah dikeluarkan kebijakan 
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan 
Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 39 Tahun 2012. 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang 
bersumber dari APBD secara tegas mengatur 
bahwa hibah adalah pemberian uang/barang 
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atau jasa dari pemerintah daerah kepada 
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, 
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi 
kemasyarakatan yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak 
bersifat wajib dan tidak mengikat serta tidak 
secara terus menerus yang bertujuan untuk 
menunjang penyelenggaraan urusan 
pemerintah daerah. Dalam rangka mendorong 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan 
diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
pedoman pemberian Hibah yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD),  Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah melalui APBD setiap tahunnya 
dianggarkan Dana Hibahsetelah 
memprioritaskan belanja urusan wajib 
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri tersebut.  
Pemberian Hibah pada Pemerintahan 
Daerah adalah lebih dekat dengan pemilik hak 
pengelolaan kepentingan yaitu rakyat 
dibandingkan dengan pemerintah pusat. 
Administrasi dan birokrasi yang terlibat adalah 
ada dalam ruang lingkup yang lebih kecil 
daripada pemerintah pusat. perincian prosedur 
pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah 
lebih mudah pada Pemerintah Daerah.  
Terkait Dana Hibah, Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan 
bantuan kepada berbagai pihak yang berhak 
menerima sesuai dengan yang diatur dalam 
ketentuan yang berlaku. Dengan Standar 
Pengelolaan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri yang mengatur tentang Hibah menjadi 
pedoman dalam mengurus dan mengelola 
anggaran hibah tersebut. Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya masih dijumpai berbagai 
kendala baik bersifat administratif maupun 
teknis dalam manajemennya.  
Pengelolaan Hibah yang dilakukan oleh 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah 
berjalan, namun dalam pelaksanaannya masih 
terdapat berbagai kendala seperti: pemahaman 
aparatur terhadap kebijakan hibah. 
Pemahaman aparatur terhadap kebijakan 
dalam hal ini kebijakan Hibah yang harus 
dipahami bagaimana kebijakan Hibah tersebut 
dikeluarkan dan dipergunakan untuk 
masyarakat banyak. Dalam hal ini pemahaman 
aparatur itu dapat di artikan dalam komunikasi 
setiap aparatur dalam memberikan atau 
menyampaikan pemahaman tentang hibah itu 
kepada masyarakat. Kemampuan sumber daya 
aparatur pengelola. Kemampuan sumber daya 
dalam hal ini untuk Hibah sendiri dapat dilihat 
dari SDMnya, bagaimana mereka mengelolah 
dana Hibah tersebut dan tidak adanya 
permaianan manipulasi data tentang Hibah. 
Struktur birokrasi, dalam hal ini struktur 
birokrasi juga adalah hal penting dalam 
menjalakan dana Hibah. Apabila struktur 
birokrasi tidak ada maka dana Hibah tidak 
akan dapat di awasi. Sikap/prilaku aparatur. 
Dalam hal ini sikap dan periklaku yang baik 
dan jujur sangat dituntut dalam menjalankan 
Kebijakan Hibah. Hal tersebut terjadi 
dikarenakan belum efektifnya kebijakan dana 
hibah tersebut dijalankan oleh para 
implementor. Maka dari itu peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian terhadap dana 
hibah tersebut. 
Hal ini sejalan konsep yang 
dikemukakan oleh Edrward III tentang 
Implementasi Kebijakan. Oleh karena konsep 
ini sangat erat kaitannya dengan implementasi 
kebijakan pada tataran birokrasi pemerintah 
dan standar pengelolaan kegiatan pemerintah 
khususnya pada manajemen dana hibah. 
Edwards III berpendapat dalam model 
implementasi kebijakannya bahwa 
keberhasilan implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 
menurut George C. Edwards III ada empat 
variabel dalam kebijakan publik yaitu 
Komunikasi (communications), Sumber Daya 
(resources), sikap (attitude) atau disposisi 
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a. Komunikasi  
Implementasi akan berjalan efektif 
apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 
kebijakan dipahami oleh individu-individu 
yang bertanggungjawab dalam pencapaian 
tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan 
kebijakan dengan demikian perlu 
dikomunikasikan secara tepat dengan para 
pelaksana.        
Konsistensi atau keseragaman dari 
ukuran dasar dan tujuan perlu 
dikomunikasikan sehingga implementors 
mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan 
kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi 
merupakan suatu proses yang amat kompleks 
dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya 
untuk kepentingan tertentu, atau 
menyebarluaskannya. Di samping itu sumber 
informasi yang berbeda juga akan melahirkan 
interpretasi yang berbeda pula.  
Agar implementasi berjalan efektif, siapa 
yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah 
keputusan harus mengetahui apakah mereka 
dapat melakukannya. Sesungguhnya 
implementasi kebijakan harus diterima oleh 
semua personel dan harus mengerti secara 
jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan 
kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan 
telah melihat ketidakjelasan spesifikasi 
kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti 
apa sesunguhnya yang akan diarahkan.  Para 
implemetor kebijakan bingung dengan apa 
yang akan mereka lakukan sehingga jika 
dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang 
optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada 
para implementor secara serius mempengaruhi 
implementasi kebijakan. 
 
b. Sumber daya 
Tidak menjadi masalah bagaimana jelas 
dan konsisten implementasi program dan 
bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika 
personel yang bertanggungjawab untuk 
melaksanakan program kekurangan 
sumberdaya dalam melakukan tugasnya. 
Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah 
staf, keahlian dari para pelaksana, informasi 
yang relevan dan cukup untuk 
mengimplementasikan kebijakan dan 
pemenuhan sumber-sumber terkait dalam 
pelaksanaan program, adanya kewenangan 
yang menjamin bahwa program dapat 
diarahkan kepada sebagaimana yang 
diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas 
pendukung yang dapat dipakai untuk 
melakukan kegiatan program seperti dana dan 
sarana prasarana. 
Sumberdaya manusia yang tidak 
memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat 
tidak dapat dilaksanakannya program secara 
sempurna karena mereka tidak bisa melakukan 
pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf 
pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang 
harus dilakukan meningkatkan skill/ 
kemampuan para pelaksana untuk melakukan 
program. Untuk itu perlu adanya manajemen 
SDM yang baik agar dapat meningkatkan 
kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana 
program ini disebabkan karena kebijakan 
konservasi energi merupakan hal yang baru 
bagi mereka dimana dalam melaksanakan 
program ini membutuhkan kemampuan yang 
khusus, paling tidak mereka harus menguasai 
teknik-teknik kelistrikan. 
Informasi merupakan sumberdaya 
penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua 
bentuk informasi yaitu informasi mengenahi 
bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/ 
program serta bagi pelaksana harus 
mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan 
dan informasi tentang data pendukung 
kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan 
undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa 
tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang 
diperlukan para pelaksana dilapangan. 
Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana 
melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi 
langsung seperti pelaksana tidak 
bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di 
tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. 
Implementasi kebijakan membutuhkan 
kepatuhan organisasi dan individu terhadap 
peraturan pemerintah yang ada. 
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Sumberdaya lain yang juga penting 
adalah kewenangan untuk menentukan 
bagaimana program dilakukan, kewenangan 
untuk membelanjakan/mengatur keuangan, 
baik penyediaan uang, pengadaan staf, 
maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang 
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/ 
program harus terpenuhi seperti kantor, 
peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa 
fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. 
 
c. Disposisi atau Sikap 
Salah satu faktor yang mempengaruhi 
efektifitas implementasi kebijakan adalah 
sikap implementor. Jika implemetor setuju 
dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka 
mereka akan melaksanakan dengan senang 
hati tetapi jika pandangan mereka berbeda 
dengan pembuat kebijakan maka proses 
implementasi akan mengalami banyak 
masalah. 
Ada tiga bentuk sikap/respon 
implementor terhadap kebijakan; kesadaran 
pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk 
merespon program kearah penerimaan atau 
penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. 
Para pelaksana mungkin memahami maksud 
dan sasaran program namun seringkali 
mengalami kegagalan dalam melaksanakan 
program secara tepat karena mereka menolak 
tujuan yang ada didalamnya sehingga secara 
sembunyi mengalihkan dan menghindari 
implementasi program.Disamping itu 
dukungan para pejabat pelaksana sangat 
dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. 
Dukungan dari pimpinan sangat 
mempengaruhi pelaksanaan program dapat 
mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
Wujud dari dukungan pimpinan ini 
adalah Menempatkan kebijakan menjadi 
prioritas program, penempatan pelaksana 
dengan orang-orang yang mendukung 
program, memperhatikan keseimbangan 
daerah, agama, suku, jenis kelamin dan 
karakteristik demografi yang lain. Disamping 
itu penyediaan dana yang cukup guna 
memberikan insentif bagi para pelaksana 
program agar mereka mendukung dan bekerja 
secara total dalam melaksanakan kebijakan/ 
program. 
 
d. Struktur Birokrasi 
Membahas badan pelaksana suatu 
kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur 
birokrasi. Struktur birokrasi adalah 
karakteristik, norma-norma, dan pola-pola 
hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam 
badan-badan eksekutif yang mempunyai 
hubungan baik potensial maupun nyata dengan 
apa yang mereka miliki dalam menjalankan 
kebijakan. Van Horn dan Van Meter 
menunjukkan beberapa unsur yang mungkin 
berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam 
implementasi kebijakan, yaitu: 
1.  Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 
2.  Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap 
keputusan-keputusan sub unit dan proses-
proses dalam badan pelaksana; 
3.  Sumber-sumber politik suatu organisasi 
(misalnya dukungan di antaraanggota 
legislatif dan eksekutif); 
4. Vitalitas suatu organisasi; 
5.  Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu 
jaringan kerja komunikasi horizontal 
maupun vertikal secara bebas serta tingkat 
kebebasan yang secara relatif tinggi dalam 
komunikasi dengan individu-individu di 
luar organisasi; 
6.  Kaitan formal dan informal suatu badan 
dengan badan pembuat keputusan atau 
pelaksana keputusan. Bila sumberdaya 
cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan 
dan para implementor mengetahui apa yang 
harus dilakukan, implementasi masih gagal 
apabila struktur birokrasi yang ada 
menghalangi koordinasi yang diperlukan 
dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan 
yang komplek membutuhkan kerjasama 
banyak orang, serta pemborosan 
sumberdaya akan mempengaruhi hasil 
implementasi. Perubahan yang dilakukan 
tentunya akan mempengaruhi individu dan 
secara umum akan mempengaruhi sistem 
dalam birokrasi.  





Penelitian ini dilaksanakan di Kantor 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan 
dasar pertimbangan bahwa lokasi ini dianggap 
memadai untuk diteliti sesuai judul tesis ini. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif. 
Penelitian kualitatif menurut Menurut Nazir 
(2003:54), bahwa: “penelitian deskriptif 
adalah pencarian fakta dengan interpretasi 
yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk membuat deskripsi, gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan-hubungan antar fenomena yang 
diselidiki”. 
Sedangkan yang dimaksud dengan 
desain kualitatif, yaitu menggambarkan suatu 
keadaan dari suatu objek penelitian, kemudian 
dianalisis sesuai dengan data yang 
dikumpulkan. Menurut Masyhuri dan 
Zainuddin (2009:13), mengatakan bahwa: 
“penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
pemecahan masalahnya menggunakan data 
empiris”. 
Informan dalam penelitian ini berjumlah 
5  orang terdiri dari Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah sebanyak 3 orang yaitu Kepala  Badan 
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, 1 orang Anggota 
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan 1 orang 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana 
Hibah selaku Pengelola Anggaran Penerima 
Hibah sebanyak 2 orang. Yaitu 1 orang 
masyarakat dan Lembaga kejahteraan sosial. 
Pemilihan informan menggunakan purposive.  
Cara ini dilakukan dengan pertimbangan untuk 
memilih dengan sengaja orang-orang yang 
dianggap mengetahui pokok permasalahan 
yang diteliti. Dari informan inilah diharapkan 
data akan terkumpul. Penetapan mereka 
sebagai informan didasarkan pada alasan 
bahwa merekalah yang terlibat langsung dalam 
pelaksanaan implementasi kebijakan hibah. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Komunikasi  
Hasil penelitian dan wawancara dari 
beberapa informan menunjukkan bahwa 
Faktor komunikasi sangat berpengaruh 
terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok 
sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan 
mempengaruhi dalam mencapai efektivitas 
implementasi kebijakan publik. Dengan 
demikian, penyebaran isi kebijakan melalui 
proses komunikasi yang baik akan 
berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. 
Dalam hal ini, media komunikasi yang 
digunakan untuk menyebarluaskan isi 
kebijakan kepada kelompok sasaran akan 
sangat berperan. Sebagai kesimpulan dari 
jawaban beberapa informan terkait dengan 
penyebaran komunikasi dapat dikemukakan 
bahwa pada indikator ini sudah berjalan 
dengan baik akan tetapi belum maksimal. 
Indikator-indikator yang dikemukakan oleh 
para ahli belum sepenuhnya berjalan dengan 
baik antara lain masih adanya penyimpangan 
yang menyebabkan terjadinya bias informasi, 
ketidakmampuan dalam memahami 
persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. 
Sub indikator selanjutnya dalam 
indikator komunikasi adalah konsistensi Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan 
kewenangannya mengimplementasikan suatu 
kebijakan manajemen hibah. Dari penjelasan 
yang ada dapat dikemukakan bahwa oleh 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah 
memahami bagian-bagian yang ada dalam 
kebijakan pengelolaan hibah. Komunikasi 
yang diterima oleh pelaksana kebijakan jelas 
dan tidak membingungkan. Dalam kejelasan 
informasi biasanya terdapat kecenderungan 
untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi 
oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan 
sendiri dengan cara proses komunikasi 
informasi berdasarkan pemahaman sendiri-
sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan 
tersebut adalah dengan membuat prosedur 
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melalui pernyataan yang jelas mengenai 
persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan 
dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur 
dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan 
secara terinci. 
 
2. Sumber Daya 
Sebagai kesimpulan terkait dengan 
fasilitas dapat dikemukakan bahwa pada 
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum 
memadai dalam menunjang keberhasilan 
implementasi kebijakan pengelolaan hibah. 
Halini disebabkan keterbatasan fasilitas yang 
dimiliki seperti gedung yang belum 
representatif maupun sarana dan prasarana 
penunjang lainnya. Sementara menurut 
Edward III dalam Widodo (2011:98) 
mengemukakan bahwa fasilitas atau sarana 
dan prasarana merupakan salah satu faktor 
yang berpengaruh dalam implementasi 
kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, 
seperti gedung, tanah dan peralatan 
perkantoran akan menunjang dalam 
keberhasilan implementasi suatu program atau 
kebijakan. Selain sumber daya manusia dan 
fasilitas, sistem informasi juga merupakan 
bagian dari sumber daya dalam 
mengimplementasi kebijakan.  
Sistem Informasi yaitu sistem informasi 
yang relevan dan cukup terkait dengan 
bagaimana mengimplementasikan suatu 
kebijakan.  Sehingga dengan demikian, 
kebijakan pengelolaan hibah juga 
membutuhkan sebuah sistem informasi guna 
mendukung keberhasilannya. Sebagai 
kesimpulan terhadap sumber daya dapat 
dikemukakan bahwa pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset memiliki jumlah aparatur 
yang cukup memadai akan tetapi belum 
memiliki kompetensi dan profesionalisme 
yang dibutuhkan. Demikian juga halnya dalam 
sumber daya lainnya seperti fasilitas gedung 
dan fasilitas lainnya juga belum memadai 
termasuk sistem informasi belum ada dalam 
bentuk perangkat sistem. Padahal syarat 
berjalannya suatu organisasi adalah 
kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). 
Sumber daya diposisikan sebagai input 
dalam organisasi sebagai suatu sistem yang 
mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis 
dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya 
bertalian dengan biaya atau pengorbanan 
langsung yang dikeluarkan oleh organisasi 
yang merefleksikan nilai atau kegunaan 
potensial dalam transformasinya ke dalam 
output. Sedang secara teknologis, sumberdaya 
bertalian dengan kemampuan transformasi dari 
organisasi”. (Tachjan, 2006:135) 
 
3. Disposisi/Sikap 
Sebagai kesimpulan terkait dengan 
disposisi/sikap sebagai salah satu faktor yang 
menentukan keberhasilan implementasi 
kebijakan pengelolaan hibah dapat 
dikemukakan bahwa pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah belum berjalan efektif mengingat 
masih terdapat beberapa hal yang belum 
dijalankan seperti masih adanya penolakan 
beberapa pegawai terhadap kebijakan 
pengelolaan hibah demikian pula belum 
adanya respon dan komitmen untuk 
menjalankannya sesuai dengan sasaran 
program serta belum efektifnya pelayanan 
yang diberikan. Hal ini tidak sejalan dengan 
apa yang dikemukakan oleh Edward III dalam 
Juliartha (2009:58) yang menyatakan bahwa 
disposisi, adalah watak dan karakteristik atau 
sikap yang dimiliki oleh implementor seperti 
komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 
Apabila implementor memiliki disposisi yang 
baik, maka dia akan dapat menjalankan 
kebijakan dengan baik seperti apa yang 
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 
implementor memiliki sifat atau perspektif 
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, 
maka proses implementasi kebijakan juga 
menjadi tidak efektif. 
 
4. Struktur Birokrasi 
Berdasarkan hasil wawancara dan data 
yang diperoleh dalam penelitian ini 
Anindya Febtiasari, Implementasi Kebijakan Manajemen Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan .....................153 
 
 
sehubungan dengan Standar Operasi dan 
Prosedur (SOP) dana hibah dapat disimpulkan 
bahwa Standar Operasi dan Prosedur (SOP) 
Hibah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Asset telah dibuat sebagai sebuah 
dokumen yang memuat standar baku dan 
ditetapkan dengan keputusan. Manajemen 
hibah dilakukan dengan mengacu kepada 
Peraturan Mentri Dalam Negeri No 32 Tahun 
2011 tentenga Pedoman Pemberian Hibah 
yang Bersumber Dari APBD.  
Dalam hal ini dan dari haisl observasi, 
wawancara dan dokumentasi yang dilakukan 
oleh penliti bahwa setiap kebijak hibah yang 
akan dikeluarkan atau diminta oleh masyarakat 
melalu anggota dewan hal ini dikarenakan 
anggota dewan adalah wakil dari masyarakat 
itu sendiri seltelah itu diteruskan kepada 
BPKAD. Komunukasi yang terjalin antara 
masyarakat dan anggota dewan sangatlah perlu 
agar anggota dewan tersebut bisa mengetahui 
kebijakan dana hibah tersebut tepat sasarankah 
atau tidak. Sesuai SOP kah atau tidak. Hal itu 
dikarenakan anggota dewan wajib menerima 
laporan pertanggung jawaban dari BPKAD 
agar tidak adanya dana hibah yang tidak tepat 
sasaran. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisa data hasil penelitian, 
terkait dengan implementasi kijakan 
manajemen hibah pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah disimpulkan bahwa: 
Implementasi Kebijakan Manajemen 
Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum 
efektif, dimana sesuai hasil penelitian yang 
dilakukan secara umum indikator-indikator 
implementasi kebijakan yang diteliti meliputi 
Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap 
dan Struktur Birokrasi menunjukkan belum 
semua sub indikator di setiap indikatornya 
dilaksanakan dengan efektif. 
Dalam hal ini Implementasi Kebijakan 
Manajemen Hibah yang dimana peneliti 
menggunakan teori dari Edward III meliputi 
Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, 
Dan Struktur Birokrasi. Dapat dilihat bahwa 
para implementor sudah menjalankan 
Indikator tersebut akan tetapi belum secara 
efektif. Seperti Komunikasi, masih saja ada 
aparatur pelaksana kibijakan yang tidak 
memahami atau belum berjalan dengan baik 
antara lain masih adanya ketidak simabungan 
dalam hal informasi yang disampaikan kepada 
masyarakat, selain itu Konsistensi BPKAD 
Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan 
kewenangannya dalam pengelolaan Hibah 
belum berjalan secara efektif.  
Selanjutnya sumber daya. Dalam hal ini 
sumber daya yang dimaksud adalah para 
aparatur pelaksana kebijakan dan sarana 
prasarana serta sitem informasi. Hanya jumlah 
aparatur sajalah yang menunjukkan sesuai 
dengan apa yang diharapkan. Akan tetapi dari 
sisi kualitas, kompetesi atau pun 
profesionalisme belum dikatan mendukung. 
Serta sarana dan prasaran dan sistem informasi 
juga belum memadai.  
Selanjutnya disposisi/sikap juga sudah 
berjalan dengan baik akan tetapi belum 
sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan masih 
adanya para aparatur pelaksana kebijakan yang 
menjalankan kebijakan tersebut tidak memiliki 
komitmen dengan sasaran program serta 
pelayana yang dibelikan belum efektif.  
Dan yang terkahir adalah sturktur 
birokrasi. Dalam hal ini dapat dikemukakan 
visi dan misi BPKAD Provinsi sulawesi 
tengah telah dijadikan acuan dalam 
Implementasi Kebijakan Manajemen Hibah. 
Hanya saja belum adanya SOP yang baku 
yang ditetapkan dalam mengatur tata cara 
manajemen hibah. Sehinggah pada struktur 
birokrasi juga belum berjalan efektif. 
 
Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan dan kesimpulan di atas, maka 
disarankan kepada Kepala Badan Pengelolaan 
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Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah agar para pelaksana kebijakan 
khususnya dalam hal ini di Badan Pengelolaan 
Kuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah dapat menjalankan atau meningkatkan 
kualitas, kompetensi, pelayanan, serta 
pemahaman informasi dalam kinerja agar 
dapat melaksanakan kebijakan tersebut secara 
efektif dan tepat sasaran. 
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